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A B S T R A K 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara 

modernisasi sosial, kepastian hukum, dan integritas pasar 

dalam kerangka hukum perdata kontemporer. Menggunakan 

metode kualitatif dengan pendekatan library research 

berbasis integrative review, penelitian ini mensintesis literatur 

ilmiah yang terbit antara tahun 2019–2025 yang membahas 

pengaruh transformasi sosial dan perkembangan ekonomi 

digital terhadap adaptasi hukum perdata. Data diperoleh dari 

sumber sekunder, termasuk artikel jurnal peer-reviewed, 

buku, dan laporan kebijakan yang terindeks Scopus, DOAJ, 

dan Sinta. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi 

pola konseptual dan kesenjangan teoretis di antara ketiga 

variabel utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

modernisasi sosial mendorong transformasi nilai dalam 

hukum perdata, di mana kepastian hukum berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme 

stabilisasi tetapi juga sebagai kerangka adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi. 

Integritas pasar berperan sebagai dimensi etis yang memperkuat legitimasi hukum dan 

kepercayaan publik. Penelitian ini menawarkan kerangka konseptual baru yang 

mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut guna meningkatkan relevansi hukum perdata di 

tengah tantangan modernisasi dan digitalisasi global. 

 

1. PENDAHULUAN 

Modernisasi sosial mencakup perubahan mendasar dalam pola nilai, norma, dan 
praktik masyarakat yang dipacu oleh integrasi teknologi, globalisasi, dan evolusi ekonomi, 
yang pada gilirannya memengaruhi tatanan hukum perdata. Sebagai landasan, kepastian 
hukum berfungsi untuk menjamin stabilitas serta prediktabilitas dalam relasi hukum dan 
ekonomi, sedangkan integritas pasar merefleksikan penerapan prinsip keadilan, 
transparansi, dan akuntabilitas dalam transaksi bisnis yang menopang kepercayaan publik. 
Ketiganya   modernisasi sosial, kepastian hukum, dan integritas pasar   saling berkaitan 
dalam membentuk sistem hukum perdata yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan 
masyarakat kontemporer (Agustina et al. 2025; Desinta 2024; Zainudin 2024). Dengan 
demikian, kajian terhadap hubungan antar variabel ini menjadi penting agar reformasi 
hukum perdata mampu merespon perubahan sosial sekaligus mempertahankan legitimasi 
normatif. 

Perubahan nilai dan struktur ekonomi yang ditandai oleh globalisasi dan digitalisasi 
telah memaksa hukum perdata melakukan penyesuaian signifikan terhadap realitas baru. 
Penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum perdata yang dahulu berakar pada 
pengaturan personal kini harus bergerak menuju regulasi berbasis teknologi dan ekonomi 
pasar (Abunawas & Kusuma 2025). Konsep tradisional seperti kepemilikan absolut maupun 
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kebebasan berkontrak mengalami tantangan oleh praktik bisnis digital yang memerlukan 
fleksibilitas dan inovasi teoretis (Syafa’i & Megasari 2025). Digitalisasi juga telah membuka 
jalan bagi penggunaan kontrak elektronik, tanda tangan digital, dan penyelesaian sengketa 
secara daring, sehingga hukum perdata harus menyesuaikan mekanisme dan norma dasar 
untuk menyikapi fenomena ini (Zainudin 2024). Akhirnya, adaptasi hukum perdata harus 
digerakkan oleh integrasi nilai sosial   seperti keadilan, inklusi, dan tanggung jawab sosial   
agar hukum tetap relevan dalam masyarakat modern (Anggono et al. 2025). 

Kepastian hukum menjadi pilar utama dalam menjamin stabilitas interaksi ekonomi 
dan sosial di tengah percepatan perubahan akibat digitalisasi dan globalisasi. Studi 
menunjukkan bahwa kepastian hukum memungkinkan pelaku ekonomi merencanakan 
tindakan mereka dengan lebih baik, sehingga mendukung stabilitas pasar (Atmoko & 
Noviriska, 2024). Namun, kerentanan terhadap krisis dan kompleksitas transaksi digital 
membuat sistem hukum dituntut untuk cukup tangguh dan adaptif (Agustina et al. 2025). 
Dalam transaksi lintas yurisdiksi digital, tantangan seperti validasi kontrak elektronik dan 
bukti digital menuntut pembaruan regulatif agar kepastian hukum terlindungi (Naziah 2022). 
Lebih lanjut, penelitian mengungkap bahwa regulasi efektif dapat menekan biaya transaksi 
dan meningkatkan efisiensi pasar (Atmoko & Noviriska 2024). Tetapi, jika kerangka hukum 
menjadi terlalu kaku, ini dapat menghambat inovasi   sehingga penting untuk 
menyeimbangkan kejelasan hukum dengan fleksibilitas adaptif (Zainudin 2024). Dengan 
demikian, sistem hukum perdata harus beroperasi dengan prediktabilitas yang cukup 
sambil terbuka terhadap perubahan yang fundamental. 

Integritas pasar erat kaitannya dengan legitimasi sistem hukum karena transaksi 
yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab mendukung kepercayaan antar pelaku 
pasar dan terhadap sistem hukum (Oktarindini et al. 2025). Penerapan prinsip itikad baik 
dalam hukum perdata memperkuat integritas ini dengan menuntut para pihak bertindak 
secara adil dalam hubungan kontraktual (Erungan 2024). Selain itu, riset juga menunjukkan 
bahwa penerapan etika bisnis dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak memiliki 
implikasi nyata terhadap terciptanya keadilan sosial-ekonomi serta peningkatan 
kepercayaan publik (Pasaribu 2024). Penting dicatat bahwa penerapan etika yang terlalu 
ketat atau tanpa fleksibilitas dapat menekan dinamika pasar, sehingga tantangan utama 
adalah menjaga keseimbangan antara integritas moral dan responsivitas ekonomi. 

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa meskipun telah banyak penelitian membahas 
modernisasi sosial, kepastian hukum, dan integritas pasar secara terpisah, masih terdapat 
kekosongan analitis dalam mengintegrasikan ketiganya dalam konteks hukum perdata 
modern. Studi sebelumnya cenderung menyoroti aspek normatif hukum atau aspek 
ekonomi pasar secara terpisah tanpa menjelaskan keterkaitan sosial yang melandasinya. 
Novelty penelitian ini terletak pada pendekatannya yang memadukan dimensi sosial, 
yuridis, dan etis untuk memahami bagaimana modernisasi memengaruhi kepastian hukum 
dan integritas pasar sebagai satu kesatuan sistem. Kontribusi ilmiah penelitian ini 
diharapkan mampu mengisi celah teoritis tersebut dengan memberikan peta konseptual 
hubungan antara ketiga variabel dalam kerangka hukum perdata kontemporer. Oleh karena 
itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara sistematis bagaimana 
modernisasi sosial memengaruhi kepastian hukum dan integritas pasar serta bagaimana 
ketiganya membentuk arah reformasi hukum perdata di era digital dan global saat ini. 

METHOD 
Penelitian ini menggunakan pendekatan library research dengan metode integrative 

review, yang bertujuan untuk mensintesis berbagai hasil kajian ilmiah terkini mengenai 
hubungan antara modernisasi sosial, kepastian hukum, dan integritas pasar dalam sistem 
hukum perdata kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk 
mengintegrasikan temuan-temuan konseptual dan empiris dari berbagai sumber literatur 
guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana perubahan sosial 

https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia/index


JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic 
Volume 1, Number 03, 2025 pp. 9-15 
P-ISSN: 3090-7764 
SK ISSN : 30907764/II.7.4/SK.ISSN/06/2025 
Open Access:  
 

Aisyah Wulan Suci1 || Abdul Hasan1* || Hubungan Antara Modernisasi Sosial, Kepastian Hukum, dan Integritas 

Pasar, Dalam Sistem Hukum Perdata Kontemporer 

| 11 

dan ekonomi global mempengaruhi pembentukan norma hukum perdata. Penelitian 
integratif ini tidak hanya berfokus pada deskripsi fenomena, tetapi juga pada analisis 
teoretis untuk membangun kerangka konseptual baru yang relevan dengan dinamika 
hukum modern. 

Sumber data penelitian ini berasal dari literatur sekunder, mencakup artikel ilmiah, 
buku, prosiding konferensi, dan laporan kebijakan yang dipublikasikan dalam kurun waktu 
2020–2025. Literatur yang dipilih adalah yang membahas isu-isu terkait modernisasi sosial, 
kepastian hukum, hukum perdata, dan integritas pasar dalam konteks global maupun 
nasional. Kriteria inklusi meliputi publikasi bereputasi (terindeks Scopus, DOAJ, atau Sinta 
1–3), memiliki peer review, serta secara langsung membahas hubungan antar variabel 
penelitian. Adapun kriteria eksklusi mencakup literatur populer non-akademik, artikel tanpa 
referensi ilmiah, atau publikasi yang tidak memiliki relevansi langsung dengan tema 
penelitian. 

Proses pencarian literatur dilakukan melalui basis data elektronik seperti Google 
Scholar, Scopus, CrossRef, dan DOAJ, dengan menggunakan kata kunci kombinatif: 
“modernization of civil law,” “legal certainty,” “market integrity,” dan “social modernization in 
civil law” Hasil pencarian awal disaring melalui tahapan seleksi berlapis, dimulai dari 
penyaringan judul dan abstrak untuk menilai relevansi, diikuti dengan penelaahan isi penuh 
terhadap artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Literatur yang terpilih kemudian 
diklasifikasikan berdasarkan topik utama dan pendekatan analisis (normatif, empiris, atau 
konseptual) untuk memudahkan proses sintesis. Prosedur ini mengikuti prinsip 
transparansi dan replikasi sebagaimana direkomendasikan oleh Preferred Reporting Items 
for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) dengan beberapa penyesuaian 
untuk kajian integratif hukum. 

Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik (thematic synthesis), yang 
menekankan identifikasi pola, kesamaan, dan perbedaan konsep di antara sumber literatur. 
Hasil analisis kemudian dibandingkan secara sistematis untuk menemukan hubungan 
konseptual antarvariabel serta mengungkap celah teoretis yang belum banyak dibahas. 
Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dan verifikasi tematik, di mana setiap 
kesimpulan dikonfirmasi melalui lebih dari satu sumber akademik. Keandalan hasil 
diperkuat dengan pencatatan sistematis proses penelusuran, seleksi, dan pengodean 
literatur agar dapat direplikasi oleh peneliti lain. Pendekatan ini memastikan bahwa sintesis 
yang dihasilkan bersifat transparan, objektif, dan mampu memberikan kontribusi ilmiah 
yang kuat terhadap pengembangan hukum perdata di era modern. 

. 

2. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Dinamika Modernisasi Sosial dan Transformasi Nilai dalam Hukum Perdata 
Transformasi sosial yang cepat dipicu oleh digitalisasi, globalisasi, dan 

perubahan nilai masyarakat menempatkan sistem hukum perdata dalam posisi adaptif 
yang intensif. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa kerangka sosial modern 
memunculkan pendekatan terhadap kontrak dan kepemilikan yang berbeda dari 
paradigma tradisional yang menekankan kekuasaan individu dan relasi personal 
(Nargiza 2024). Selanjutnya, riset tentang reformasi hukum perdata di era digital 
menegaskan bahwa sistem hukum harus menyesuaikan dengan bentuk transaksi baru 
seperti kontrak elektronik dan aset digital (Anggriani et al. 2024). Terakhir, pembahasan 
mengenai budaya hukum dalam penegakan perdata menyimpulkan bahwa nilai‐nilai 
sosial seperti inklusi, keadilan, dan tanggung jawab mulai menjadi titik tekan dalam 

pembaruan norma perdata (Damayanti et al. 2025). Interpretasi dari temuan‐temuan ini 
adalah bahwa modernisasi sosial tidak hanya memunculkan “tekanan” terhadap hukum 
perdata, tetapi juga mengubah secara kualitatif ekspektasi masyarakat terhadap hukum 
tersebut bahwa hukum perdata harus lebih responsif terhadap perubahan struktural 
masyarakat. 
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Secara khusus, digitalisasi turut memunculkan fenomena baru dalam kontrak 
misalnya penggunaan tanda tangan elektronik, penyelesaian sengketa daring, dan 
bentuk hubungan ekonomi yang lebih fleksibel. Studi transformasi hukum perdata di era 

digital menyebut bahwa norma hukum yang berbasis manusia‐ke‐manusia kini harus 
mengakomodasi interaksi manusia‐mesin atau mesin‐mesin (Anggriani et al. 2024). Di 
sisi lain, kajian pembaruan hukum perdata sebagai upaya memperkuat keadilan gender 
menunjukkan bahwa perubahan nilai sosial turut mendorong norma hukum untuk lebih 
inklusif dan adaptif (Roem et al. 2024). Hubungan ini memperlihatkan bahwa nilai‐nilai 
sosial yang berkembang memicu pembaruan sistemik dalam hukum perdata baik dari 
sisi aturan maupun praktiknya. Dengan demikian, transformasi sosial bukan hanya latar 
belakang perubahan, tetapi motor utama reformasi norma perdata yang mencerminkan 
realitas sosial ekonomi kontemporer. 

Meskipun literatur menunjukkan arah perubahan yang jelas, masih terdapat 
kekosongan empiris yang menghubungkan langsung modernisasi sosial, nilai sosial, 
dan perubahan norma perdata dalam satu kerangka integratif misalnya, bagaimana 
perubahan nilai sosial spesifik (seperti inklusi digital atau ekonomi platform) berdampak 
terhadap kepemilikan dan kebebasan kontrak dalam hukum perdata. Penelitian saat ini 
cenderung terfragmentasi: ada yang fokus pada digitalisasi, ada yang pada nilai sosial 
atau reformasi hukum secara terpisah. Novelty penelitian ini adalah dengan 
menggabungkan ketiga dimensi tersebut modernisasi sosial, nilai sosial, dan 
transformasi norma perdata dalam satu kajian sistematis untuk menghasilkan peta 
konseptual baru. Dengan demikian, tujuan bagian ini adalah memberikan pemahaman 
holistik mengenai bagaimana modernisasi sosial mempengaruhi nilai‐nilai dan 
kemudian mentransformasikan norma dasar hukum perdata dalam era kontemporer. 

 
b. Kepastian Hukum sebagai Pilar Stabilitas dan Prediktabilitas Pasar 

Kepastian hukum memainkan peranan penting dalam menciptakan kerangka 
normative yang dapat diprediksi oleh pelaku ekonomi dan sosial. Sebuah studi mutakhir 
menunjukkan bahwa dalam kondisi krisis, prinsip kepastian hukum menjadi kian penting 
untuk menjaga kualitas hukum dan prediktabilitas transaksi (Ait-Aoudia 2025). 
Penelitian lain dalam konteks Indonesia menunjukkan bahwa regulasi e-licensing online 
memunculkan tantangan besar terhadap kepastian hukum di sektor bisnis (Nurhayati et 
al. 2025). Selain itu, kajian mengenai transparansi dan efektivitas lembaga hukum di 
Indonesia menunjukkan bahwa kelemahan institusi dapat mengganggu kepastian 
hukum, yang pada akhirnya berdampak pada kepercayaan masyarakat dan pelaku 
ekonomi (Siddiq & Salam 2025). Interpretasi dari data-data tersebut adalah bahwa 
kepastian hukum bukan hanya soal kejelasan aturan, tetapi juga soal kapabilitas 
institusi hukum, konsistensi penerapan, dan adaptasi terhadap konteks digital. 

Dalam praktiknya, kepastian hukum membantu pelaku ekonomi dalam 
merencanakan investasi, kontrak, dan strategi bisnis dengan tingkat risiko yang lebih 
rendah. Studi normative di Indonesia menunjukkan bahwa regulasi yang kurang adaptif 
terhadap teknologi digital dapat dan akan menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan 
kontrak serta kepastian hak (Yowargana et al. 2024). Selain itu, tesis kontemporer 
tentang prinsip legal certainty menekankan bahwa aspek moral dan keadilan tidak dapat 
dilepaskan dari kepastian hukum sebagai fondasi legitimasi hukum dalam masyarakat 
(Kurniawan & Ezzerouali 2024). Hubungan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum 
bukan hanya teknis aturan yang jelas, tetapi juga bagaimana aturan dan institusi dapat 
diandalkan oleh masyarakat dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi. Dengan 
demikian, dalam skenario hukum perdata modern, kepastian hukum harus 
mempertimbangkan fleksibilitas adaptif agar tetap relevan. 
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Meski banyak riset membahas kepastian hukum secara terpisah baik dari segi 
institusi, regulasi digital, atau nilai moral terdapat sedikit penelitian yang mengkaji 
bagaimana kepastian hukum berinteraksi secara langsung dengan modernisasi sosial 
dan integritas pasar dalam sistem hukum perdata. Gap ini menandai perlunya penelitian 
yang menghubungkan tiga variabel utama tersebut dalam satu kerangka konseptual. 
Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan holistiknya: mengeksplorasi 
bagaimana modernisasi sosial mempengaruhi kepastian hukum di pasar perdata, dan 
bagaimana kepastian hukum atas dasar nilai sosial kemudian mendukung atau 
menghambat integritas pasar. Dengan tujuan untuk memahami mekanisme interaksi ini, 
penelitian ini membidik untuk menyumbangkan kontribusi teoretis baru dan peta riset 
yang bisa digunakan untuk reformasi hukum perdata kontemporer. 
 

c. Integritas Pasar dan Relevansi Hukum Perdata dalam Ekosistem Ekonomi 
Kontemporer 

Integritas pasar yang mencakup transparansi, kejujuran, etika bisnis, dan 
tanggung jawab sosial menjadi faktor kunci dalam menciptakan kepercayaan dan 
stabilitas pasar. Sebuah studi internasional terbaru menunjukkan bahwa klausul anti-
korupsi dalam kontrak komersial secara signifikan memperkuat integritas korporasi dan 
kepercayaan pasar (Villaça & Martins 2024). Kajian lain pada sektor jasa menyebut 
bahwa reformasi budaya advokat dan penggunaan e-litigation berkontribusi pada 
sistem perdata yang lebih efisien dan kredibel (Latifiani et al. 2024). Data literatur 
menunjukkan bahwa pasar yang ditandai dengan integritas tinggi cenderung 
menghasilkan tingkat sengketa yang lebih rendah dan efisiensi transaksi yang lebih 
baik. Interpretasi dari temuan ini adalah bahwa integritas pasar dapat dianggap sebagai 
indikator eksternal dari efektivitas sistem hukum perdata yaitu seberapa baik hukum 
menjamin keadilan, transparansi, dan kerja sama antar pelaku. 

Ketika integritas pasar berfungsi secara optimal, hukum perdata memainkan 
peran penting dalam menegakkan prinsip-itikad baik, akuntabilitas kontrak, dan 
tanggung jawab sosial dalam transaksi ekonomi. Literatur memperlihatkan bahwa tanpa 
kerangka hukum yang mendukung integritas seperti klausul anti-korupsi atau regulasi 
transparansi maka kepercayaan pasar dapat terkikis (Villaça & Martins 2024). Lebih 
jauh, transformasi hukum perdata dalam era digital menegaskan bahwa norma 
konvensional perlu diperbarui agar mampu mendukung integritas dalam transaksi 
ekonomi berbasis platform dan digital (Anggriani et al. 2024). Relasi ini menegaskan 
bahwa integritas pasar tidak dapat dipisahkan dari pembaruan norma perdata hukum 
yang responsif dan nilai sosial yang kuat menjadi elemen kunci dalam menjaga keadilan 
kontraktual dan stabilitas ekonomi dalam era kontemporer. 

Namun demikian, terdapat celah riset yang mengabaikan hubungan tiga arah: 
bagaimana modernisasi sosial mempengaruhi nilai‐norma sosial yang kemudian 
berimplikasi pada integritas pasar, dan bagaimana sistem hukum perdata menjaga 
integritas tersebut melalui kepastian hukum. Penelitian yang ada cenderung fokus pada 
satu aspek saja misalnya hanya nilai sosial atau hanya hukum perdata tanpa 
menghubungkan ke integritas pasar dalam satu kerangka. Novelty dari penelitian ini 
adalah integrasi ketiga variabel modernisasi sosial, kepastian hukum, dan integritas 
pasar dalam satu kajian sistematis yang menargetkan hukum perdata kontemporer. 
Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengungkap mekanisme hubungan antar 
variabel itu dan memberikan rekomendasi bagi pembaruan hukum perdata yang adaptif, 
berkeadilan, dan menjaga kepercayaan pasar. 

 
3. SIMPULAN 

Modernisasi sosial membawa dampak signifikan terhadap pembentukan ulang 
norma-norma hukum perdata kontemporer melalui transformasi nilai sosial dan 
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perkembangan ekonomi digital. Interaksi antara modernisasi sosial, kepastian hukum, dan 
integritas pasar menunjukkan hubungan saling memengaruhi yang kompleks. Kepastian 
hukum kini tidak hanya bermakna kestabilan aturan, tetapi juga kemampuan sistem hukum 
untuk beradaptasi terhadap dinamika sosial dan ekonomi. Sementara itu, integritas pasar 
menjadi tolok ukur moral yang memastikan keadilan dan transparansi dalam praktik hukum 
perdata. Ketiga variabel ini membentuk keseimbangan baru antara stabilitas dan 
fleksibilitas hukum, menegaskan bahwa reformasi hukum perdata harus berlandaskan 
pada nilai sosial yang dinamis sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem 
hukum. 

Penelitian selanjutnya perlu mengkaji hubungan tiga arah antara modernisasi 
sosial, kepastian hukum, dan integritas pasar dalam konteks hukum perdata secara lebih 
empiris dan terukur. Kajian mendatang dapat memanfaatkan pendekatan integratif dengan 
menggabungkan analisis normatif, sosial, dan ekonomi untuk menjelaskan dampak 
perubahan nilai sosial seperti digitalisasi dan ekonomi platform terhadap struktur hukum. 
Selain itu, penelitian perlu mengeksplorasi adaptasi hukum terhadap fenomena baru seperti 
smart contract dan kecerdasan buatan, yang menantang prinsip klasik hukum perdata. 
Dengan demikian, arah riset masa depan diharapkan mampu menghasilkan model hukum 
adaptif yang menjaga keseimbangan antara inovasi sosial, kepastian hukum, dan integritas 
pasar sebagai fondasi keadilan dalam tatanan hukum modern. 
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